
Perubahan Ketiga Atas Perbup No 61 Tahun 2018 ttg Penjabaran APBD 
TA 2019 
 Perbup No. 21, Berita Daerah 2019/No. 21, 7 hlm. 

 

PERATURAN BUPATI NO.21 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 61 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019 

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 
tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 

PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian 
THR Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Polri), Pejabat Negara, 

Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI 

No.12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 
2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2019 dan usulan pergeseran 
Anggaran dari OPD, maka perlu dilakukan 
penyesuaian Program/Kegiatan dan belanja pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun Anggaran 2019; 

- bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, dana 
transfer dari Pemerintah Pusat dan alokasi bantuan 
yang bersifat khusus yang diterima setelah peraturan 

daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan 

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2019; 
 

-  dasar hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 



Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110); Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81); 

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 14 Juni 2019 dan ditetapkan 14 Juni 2019  

 

 


